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Abstrak Kekeringan meteorologis merupakan indikator awal yang krusial dalam mendeteksi tekanan iklim yang berpotensi memicu gangguan 
pada sektor pertanian dan sumber daya air. Kabupaten Jember sebagai wilayah dengan dominasi lahan pertanian tadah hujan memiliki tingkat 
kerentanan tinggi terhadap fluktuasi curah hujan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola temporal dan sebaran spasial kekeringan 
meteorologis di Kabupaten Jember selama periode 2004–2023 menggunakan Standardized Precipitation Index (SPI) multiskala (1, 3, 6, 9, dan 12 
bulan). Data curah hujan dari 77 stasiun diuji homogenitasnya menggunakan Buishand Range Test, dengan 71 stasiun dinyatakan layak analisis. 
Pemetaan dilakukan menggunakan metode interpolasi Inverse Distance Weighted (IDW) dalam Sistem Informasi Geografis. Hasil menunjukkan 
bahwa kekeringan terjadi berulang hampir setiap tahun dengan cakupan spasial yang luas dan intensitas berbeda pada tiap skala waktu. Luasan 
kekeringan tertinggi tercatat pada SPI 6 bulan sebesar 329.100 ha (Mei), menunjukkan tekanan akumulatif terhadap sistem irigasi dan cadangan 
air. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan SPI multiskala efektif sebagai dasar sistem peringatan dini dan perencanaan adaptasi berbasis 
wilayah, khususnya untuk pengelolaan pertanian dan sumber daya air di tingkat kabupaten. 

Kata kunci: SPI, kekeringan meteorologis, curah hujan, Kabupaten Jember, interpolasi IDW 

Abstract Meteorological drought serves as a critical early indicator of climate stress that can disrupt agricultural systems and water resources. Jember 
Regency characterized by extensive rainfed agricultural land, is highly vulnerable to rainfall variability. This study aims to analyze the temporal 
patterns and spatial distribution of meteorological drought in Jember Regency during the 2004–2023 period using the multi-timescale Standardized 
Precipitation Index (SPI) at 1-, 3-, 6-, 9-, and 12-month intervals. Monthly rainfall data from 77 stations were tested for homogeneity using the 
Buishand Range Test, with 71 stations deemed suitable for further analysis. Spatial mapping was conducted using the Inverse Distance Weighted 
(IDW) interpolation method within a Geographic Information System framework. The results indicate that drought events occurred recurrently 
almost every year, with varying spatial extent and intensity across timescales. The most extensive drought area was identified under the 6-month SPI 
in May, covering 329,100 ha, reflecting cumulative stress on irrigation systems and water reserves. These findings demonstrate that the multi-timescale 
SPI approach provides a robust basis for early warning systems and spatially informed adaptation planning, particularly for agricultural and water 
resource management at the regency level. 

Keywords: SPI, meteorological drought, precipitation, Jember Regency, IDW interpolation

Pemetaan mobilitas penduduk di kawasan pinggiran Kota Bandung  

Lili Somantri 1*)  

1)Program Studi Sains Informasi Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 
*Koresponden Email: lilisomantri@upi.edu  

Abstrak. Tingginya mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran ke pusat kota menimbukan beberapa dampak negatif yakni kepadatan 
penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan lain-lain Upaya penanggulangan mobilitas dapat dilakukan dengan perencanaan dan 
pembangunan kawasan pinggiran. Sebagai langkah awal perencanaan, pemetaan tingkat dan pola mobilitas penduduk perlu dilakukan agar 
penanganan yang diberikan menjadi tepat sasaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data observasi dan wawancara.. Analisis spasial untuk memetakan data dilakukan dengan bantuan analisis SIG menggunakan 
teknik overlay.  Hasil penelitian pada 7 titik pengamatan pada periodik waktu 06.00 – 18.00 menunjukan bahwa arus masuk ke Kota Bandung 
jauh lebih 13% besar dibanding arus keluar terutama pada hari kerja dengan total 35.896 kendaraan. Hal tersebut menunjukan bahwa ada 
ketergantungan wilayah pinggiran terhadap kota Bandung terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. 
Dengan demikian pola penanggulangan mobilitas ialah membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan 
pada wilayah pinggiran.  
  
Kata kunci: mobilitas penduduk; kendaraan; kawasan pinggiran; pemetaan; sig  
 
Abstract. The high mobility of the population from the suburbs to the city center causes several negative impacts, namely population density, 
traffic congestion, air pollution, etc. Efforts to overcome mobility can be carried out by planning and developing suburban areas. As a first 
step in planning, mapping the level and pattern of population mobility needs to be done so that the treatment provided is right on target. This 
research uses a quantitative descriptive approach with observation and interview data collection techniques. Spatial analysis to map the data 
is carried out with the help of GIS analysis using overlay techniques. The results of the study at 7 observation points at a periodic time of 06.00 
- 18.00 showed that the inflow to the city of Bandung was 13% larger than the outflow, especially on weekdays with a total of 35,896 
vehicles. This shows that there is a dependence of suburban areas on the city of Bandung, especially those related to work, education, and so 
on. Thus, the pattern of overcoming mobility is to build social, economic, educational and health facilities and infrastructure in the periphery. 
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PENDAHULUAN 
Mobilitas penduduk yang relative tinggi menjadi salah 

satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung 
selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., 
2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang 
kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, 
ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., 
2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 
komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi 
salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). 
Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah 
akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan 
akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, 
2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 
berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya 
dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian 
mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan 
adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan 
industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban 
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas 

penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan 
karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan 
prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). 
Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 
mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor 
perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan 
ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja 
pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 

Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung 
dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada 
umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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dari bencana iklim yang ditandai dengan penurunan curah 
hujan dalam periode tertentu, biasanya berlangsung selama 
satu musim atau lebih (UNISDR, 2009). Fenomena ini tidak 
hanya menyebabkan penurunan curah hujan, tetapi juga 
menjadi pemicu utama terjadinya kekeringan hidrologis dan 
pertanian, yang berdampak langsung terhadap ketahanan 
pangan, pasokan air, dan sistem sosial ekonomi (WMO, 2006). 
Di sektor pertanian, dampak kekeringan terlihat signifikan 
pada penurunan hasil panen dan luas lahan yang mengalami 
puso. Sebagai contoh, di Kabupaten Tulungagung, sekitar 
69% produksi padi gogo terdampak kekeringan meteorologis 
(Ma’ruf et al., 2023).

Kondisi ini semakin diperburuk oleh variabilitas iklim 
global yang mempengaruhi wilayah Indonesia, termasuk 
Kabupaten Jember. Fenomena El Niño, yang ditandai dengan 
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salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). 
Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah 
akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan 
akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, 
2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 
berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya 
dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian 
mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan 
adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan 
industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban 
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas 

penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan 
karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan 
prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). 
Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 
mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor 
perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan 
ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja 
pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 

Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung 
dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada 
umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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gangguan sirkulasi atmosfer dan lautan, menyebabkan 
penurunan curah hujan yang signifikan. Selain itu, Indian 
Ocean Dipole (IOD) positif memperburuk kondisi kekeringan 
dengan menurunkan intensitas hujan di wilayah Indonesia 
bagian selatan (BMKG, 2022). Penurunan curah hujan yang 
ekstrem selama periode El Niño terbukti berkontribusi terhadap 
penurunan produksi padi sebesar 3,9% di wilayah Situbondo 
dan Jember (Masruroh & Bowo, 2022). Dampak kekeringan 
ini, selain mempengaruhi sektor pertanian, juga mengancam 
ketahanan air di wilayah-wilayah yang bergantung pada irigasi 
tadah hujan.

Pemantauan kekeringan secara kuantitatif sangat 
diperlukan untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi yang 
tepat. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah 
Standardized Precipitation Index (SPI), yang diperkenalkan 
oleh Mckee et al. (1993). SPI memiliki keunggulan dalam 
fleksibilitas analisis waktu dan sensitivitasnya terhadap 
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fluktuasi curah hujan, baik dalam jangka pendek maupun 
panjang (WMO, 2012; Mohanta et al., 2020). SPI telah 
diterapkan secara luas dalam berbagai penelitian, baik di 
tingkat regional maupun lokal, untuk mengevaluasi tren dan 
distribusi kekeringan (Zhang et al., 2019). Namun, sebagian 
besar kajian yang dilakukan di Kabupaten Jember masih 
terbatas pada skala daerah aliran sungai (DAS) dan belum 
mencakup seluruh kecamatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
memetakan sebaran spasial kekeringan meteorologis di 
Kabupaten Jember selama periode 2004–2023 menggunakan 
Standardized Precipitation Index (SPI) multiskala. Berbeda 
dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan 
satu skala waktu atau belum mengintegrasikan analisis 
multiskala dengan pemetaan spasial berbasis interpolasi 
pada skala kabupaten, penelitian ini memadukan SPI (1, 3, 
6, 9, dan 12 bulan) dengan metode Inverse Distance Weighted 
(IDW) dalam kerangka Sistem Informasi Geografis (SIG). 
Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
yang lebih komprehensif mengenai dinamika kekeringan 
sekaligus memperkuat sistem peringatan dini dan mendukung 
perumusan kebijakan adaptasi serta mitigasi, khususnya pada 
sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air.

METODE PENELITIAN 
Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember, Provinsi 
Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Jember memiliki luas 
329.438 ha yang terbagi dalam 31 kecamatan. Karakteristik 
topografi wilayah bervariasi, mulai dari dataran rendah, 

perbukitan, hingga pegunungan. Berdasarkan data dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember (2024), curah hujan 
bulanan pada tahun 2023 bervariasi dari 100 mm/bulan 
hingga lebih dari 500 mm/bulan, dengan musim hujan terjadi 
antara November hingga April, dan musim kemarau dari Mei 
hingga Oktober. Gambar 1 menunjukkan area penelitian di 
Kabupaten Jember.  

Pengumpulan Data
Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa data 

curah hujan bulanan dari 77 stasiun hujan yang tersebar di 
seluruh kecamatan Kabupaten Jember selama periode 2004–
2023, seperti yang tercantum dalam Tabel 1. Data ini diperoleh 
dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA Kabupaten 
Jember. Selain itu, data batas administratif dan koordinat 
geografis stasiun hujan digunakan untuk mendukung analisis 
spasial.

Pengolahan Data
Sebelum dilakukan analisis, data curah hujan diuji 

homogenitasnya untuk memastikan konsistensi dan kualitas 
data deret waktu, seperti yang dijelaskan dalam Gambar 
2, yang menggambarkan diagram alir penelitian. Uji 
homogenitas dilakukan menggunakan Buishand Range Test 
(Buishand, 1982), yang mengidentifikasi titik perubahan 
(break point) dalam data iklim jangka panjang. Uji ini 
menghitung penyimpangan kumulatif dari rata-rata dan 
membandingkannya dengan nilai kritis pada taraf signifikansi 
95% (Kamiana, 2011). Sebanyak 71 stasiun dari total 77 
dinyatakan homogen dan layak dianalisis lebih lanjut.

Gambar 1. Daerah penelitian 

Tabel 1. Data Penelitian
No Data Sumber
1. Curah hujan bulanan 77 stasiun Dinas PU Bina Marga dan SDA Jember
2. Koordinat stasiun hujan Dinas PU Bina Marga dan SDA Jember
3. Batas administrasi kecamatan https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
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Indeks kekeringan dihitung menggunakan perangkat 

lunak SPI Generator (SPI_SL_6.exe) yang dikembangkan oleh 
NDMC (2018). Aplikasi ini menghitung nilai Standardized 
Precipitation Index (SPI) berdasarkan distribusi gamma dari 
data curah hujan yang kemudian dikonversi ke distribusi 
normal standar. SPI dihitung pada lima skala waktu: 1, 
3, 6, 9, dan 12 bulan. Nilai SPI ≤ -1.00 digunakan untuk 
mengidentifikasi kekeringan meteorologis. 

Nilai SPI yang telah dihitung kemudian dianalisis secara 
spasial menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi 
Geografis (SIG). Metode interpolasi yang digunakan adalah 
Inverse Distance Weighted (IDW), karena metode ini memiliki 
keunggulan dalam memberikan bobot lebih besar pada 
titik-titik observasi terdekat, sehingga menghasilkan peta 
distribusi curah hujan dan kekeringan yang lebih akurat. IDW 
dipilih karena mampu menggambarkan karakteristik spasial 
data curah hujan secara lebih tepat dibandingkan dengan 
metode lain seperti Thiessen, yang cenderung menghasilkan 
peta dengan resolusi kasar (Maipauw et al., 2020; Bahtiar et 
al., 2022). Pemetaan dilakukan untuk masing-masing skala 
waktu SPI guna mengidentifikasi dinamika kekeringan jangka 
pendek hingga jangka panjang di wilayah studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebaran Spasial Kekeringan SPI 1 

Indeks SPI 1 bulan mencerminkan anomali curah hujan 
jangka pendek yang berdampak langsung pada ketersediaan 
air tanah dangkal dan stres awal tanaman. Berdasarkan hasil 
analisis, kekeringan meteorologis di Kabupaten Jember pada 
SPI 1 bulan tidak hanya terbatas pada musim kemarau, tetapi 
juga muncul pada masa transisi musim dan bahkan pada 
awal musim hujan. Hal ini menunjukkan bahwa pola iklim 
di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global, 
seperti El Niño dan Indian Ocean Dipole positif (IOD+), 
yang menyebabkan gangguan distribusi hujan (BMKG, 2022; 
WMO, 2012).

Sebaran spasial menunjukkan bahwa puncak kekeringan 
terjadi pada November, dengan cakupan area seluas 296.707 
ha dalam kategori kering. Sementara itu, kondisi sangat kering 
tertinggi tercatat pada Desember dengan luasan 88.058 ha. 
Wilayah yang paling terdampak dalam bulan-bulan tersebut 
adalah Kecamatan Sukorambi, Panti, dan Sumbersari. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kekeringan tidak hanya terbatas pada 
musim kemarau, tetapi juga dapat terjadi pada masa transisi, 
yang menunjukkan betapa dinamisnya pola curah hujan.

Gambar 2. Diagram alir penelitian

Tabel 2. Tetapan nilai SPI yang digunakan pada penelitian
SPI Kategori

≤ -2,00 Sangat Kering

-1,50 s/d -1,99 Kering
-1,00 s/d -1,49 Agak Kering

                       Sumber: WMO (2012)
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Sebaran Spasial Kekeringan SPI 3  

SPI 3 bulan menunjukkan integrasi curah hujan selama 
tiga bulan terakhir dan berkaitan erat dengan produksi 
tanaman pangan serta aliran sungai kecil. Hasil analisis 
mengungkapkan bahwa kekeringan jangka menengah ini 
sangat berdampak pada masa tanam utama, terutama pada 
bulan Januari hingga Maret. Puncak kekeringan terjadi pada 
Februari, dengan luasan kategori kering sebesar 298.472 ha. 
Sebagian besar wilayah selatan Jember, seperti Balung dan 
Puger, mengalami kondisi sangat kering pada Desember.

Pola ini mengindikasikan bahwa gangguan curah hujan 
pada awal tahun dapat memicu kegagalan tanam, terutama 
di daerah yang sangat bergantung pada musim hujan untuk 
pertanian. Selain itu, wilayah yang terdampak secara luas 
memiliki korelasi kuat dengan wilayah yang memiliki 
intensitas tanam tinggi, sehingga risiko gagal panen menjadi 
lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa SPI 3 bulan sangat 
relevan untuk mengevaluasi keberlanjutan pertanian musiman 

dan merencanakan strategi mitigasi terkait ketidakpastian 
curah hujan.

Sebaran Spasial Kekeringan SPI 6 
SPI 6 bulan menunjukkan kondisi kekeringan yang lebih 

stabil dan berhubungan erat dengan kapasitas air waduk, 
sumur, dan sistem irigasi. Kekeringan paling meluas terjadi 
pada Mei, dengan cakupan area kering mencapai 329.100 ha. 
Wilayah yang tercatat dengan intensitas kekeringan tinggi 
adalah Kecamatan Ambulu, Jenggawah, dan Umbulsari, yang 
sebagian besar berada dalam kategori sangat kering.

Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan akumulasi 
hujan dalam enam bulan terakhir dapat menyebabkan 
penurunan tajam pada sumber daya air permukaan, yang 
sangat berdampak pada lahan pertanian tanpa irigasi teknis. 
Oleh karena itu, dibutuhkan strategi mitigasi seperti sumur 
resapan, embung desa, dan optimalisasi retensi air di daerah 
tangkapan hujan untuk menjaga kestabilan pasokan air di 
wilayah-wilayah tersebut.

Gambar 3. Peta sebaran spasial kekeringan meteorologis SPI 1 Kabupaten Jember  

Gambar 4. Peta sebaran spasial kekeringan Meteorologis SPI 3 Kabupaten Jember
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Sebaran Spasial Kekeringan SPI 9

SPI 9 bulan menunjukkan kekeringan jangka menengah-
panjang, yang sangat relevan untuk mengevaluasi keberlanjutan 
pertanian musiman. Hasil peta SPI menunjukkan bahwa 
kekeringan merata hampir sepanjang tahun, dengan puncak 
pada Maret, seluas 309.993 ha, dalam kategori kering. Kondisi 
sangat kering tertinggi tercatat pada Februari, terutama di 
wilayah Jember bagian barat seperti Kecamatan Sukorambi, 
Panti, dan Sumbersari.

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pertanian di 
Kabupaten Jember perlu dirancang ulang untuk mengatasi 
ketidakpastian curah hujan dalam jangka menengah. Oleh 
karena itu, strategi adaptif seperti pemilihan varietas tahan 
kekeringan dan penyesuaian kalender tanam menjadi 
sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pertanian dan 
mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan yang terjadi 
pada periode tersebut.

Sebaran Spasial Kekeringan SPI 12
SPI 12 bulan mengungkapkan kekeringan jangka 

panjang yang berdampak sistemik terhadap ketahanan air, 
sektor pertanian, dan pasokan air domestik. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa kekeringan meluas sepanjang tahun, 
dengan puncaknya tercatat pada April dengan cakupan kering 
sebesar 297.351 ha. Kondisi sangat kering meluas pada Juli 
dan Agustus.

Kecamatan Gumukmas dan Jombang tercatat sebagai 
wilayah yang sangat konsisten mengalami tekanan kekeringan, 
menunjukkan bahwa kedua wilayah ini sangat rentan terhadap 
dampak kekeringan jangka panjang. Hal ini memperkuat 
pentingnya kebijakan jangka panjang dalam pengelolaan 
sumber daya air, termasuk penguatan sistem monitoring, 
pemetaan risiko berbasis komunitas, dan integrasi hasil SPI 
dalam rencana pembangunan wilayah.

Gambar 5. Peta sebaran spasial kekeringan Meteorologis SPI 6 Kabupaten Jember 

Gambar 6. Peta sebaran spasial kekeringan Meteorologis SPI 9 Kabupaten Jember



72   http://jurnal.ugm.ac.id/mgi

SEBARAN KEKERINGAN METEOROLOGIS DAN IMPLIKASINYA Bitania Sekar Apsari, et al.

Implikasi Kekeringan Meteorologis
Pola temporal dan spasial kekeringan yang teridentifikasi 

melalui analisis SPI multiskala menunjukkan bahwa 
kekeringan meteorologis di Kabupaten Jember merupakan 
risiko berulang dengan intensitas dan cakupan wilayah yang 
berbeda pada setiap skala waktu. Pada skala pendek seperti 
SPI 1 dan 3 bulan, kekeringan tidak hanya terjadi pada musim 
kemarau, tetapi juga muncul pada awal musim hujan. Kondisi 
ini mengindikasikan adanya pergeseran dinamika iklim lokal 
yang dipengaruhi oleh variabilitas global seperti El Niño dan 
Indian Ocean Dipole positif (IOD+), yang secara signifikan 
memodifikasi distribusi curah hujan (BMKG, 2022; WMO, 
2012). Dengan demikian, pola musim yang selama ini menjadi 
dasar penentuan kalender tanam tidak lagi dapat dijadikan 
acuan tunggal dalam perencanaan pertanian.

Secara ilmiah, temuan ini memperkuat peran Standardized 
Precipitation Index (SPI) sebagai indikator kuantitatif yang 
sensitif dalam mendeteksi anomali curah hujan pada berbagai 
skala waktu. SPI 1 dan 3 bulan merefleksikan fluktuasi curah 
hujan yang berdampak langsung pada awal masa tanam 
dan kelembapan tanah, sedangkan SPI 6 hingga 12 bulan 
mencerminkan tekanan akumulatif terhadap sistem irigasi, 
cadangan air tanah, dan pasokan air domestik (McKee et al., 
1993; Mohanta et al., 2020; Zhang et al., 2019). Pendekatan 
multiskala ini memberikan dasar klasifikasi tingkat kekeringan 
yang lebih komprehensif untuk mendukung perencanaan 
lintas sektor.

Integrasi SPI dan metode interpolasi Inverse Distance 
Weighted (IDW) dalam kerangka Sistem Informasi Geografis 
(SIG) menghasilkan visualisasi distribusi kekeringan yang 
lebih representatif, khususnya pada wilayah dengan sebaran 
stasiun hujan yang tidak merata. Dibandingkan metode 
poligon Thiessen, IDW menghasilkan permukaan spasial 
yang lebih halus dan informatif (Maipauw et al., 2020; Bahtiar 
et al., 2022), sehingga memperkuat pendekatan perencanaan 
berbasis bukti dalam analisis risiko kekeringan di tingkat 
kabupaten.

Implikasi praktis dari temuan ini sangat relevan bagi 
sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Kecamatan 
Balung, Ambulu, Gumukmas, dan Jenggawah teridentifikasi 

mengalami kekeringan kategori kering hingga sangat kering 
secara konsisten pada berbagai skala SPI, sehingga dapat 
ditetapkan sebagai zona prioritas dalam penyusunan kebijakan 
pembangunan daerah yang responsif terhadap risiko iklim, 
termasuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). Data SPI dan peta distribusi 
kekeringan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian maupun 
Dinas PU Sumber Daya Air sebagai dasar penyusunan sistem 
peringatan dini kekeringan yang terintegrasi.

Pengendalian risiko kekeringan juga perlu diintegrasikan 
dengan kebijakan tata ruang dan pengelolaan wilayah. Kajian 
evaluasi rencana tata ruang di kawasan karst menunjukkan 
bahwa analisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas berbasis 
SIG mampu menurunkan risiko kekeringan secara signifikan 
apabila diimplementasikan secara konsisten (Valeda et 
al., 2016). Selain itu, dalam konteks pengelolaan daerah 
aliran sungai, simulasi penggunaan lahan di DAS Limboto 
menegaskan pentingnya penanganan intensif pada wilayah 
dengan jenis tanah yang rentan terhadap defisit air melalui 
pendekatan konservasi tanah dan air (Ayuba et al., 2019). 
Pengelolaan wilayah hulu melalui revegetasi dan pengolahan 
lahan yang tepat juga berperan dalam menjaga kapasitas 
tampung air dan mengurangi degradasi sumber daya air 
(Auliyani & Wahyuningrum, 2019).

Beberapa strategi mitigasi yang dapat diterapkan 
antara lain pembangunan dan optimalisasi embung desa, 
pemanfaatan sumur resapan, konservasi lahan berbasis 
agroforestri, serta rehabilitasi jaringan irigasi pada lahan 
tadah hujan. Edukasi kepada petani mengenai pemanfaatan 
indeks iklim dan penyesuaian kalender tanam berbasis 
SPI juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan 
kapasitas adaptasi lokal. Pendekatan serupa telah diterapkan 
di wilayah lain seperti DAS Cimuncang–Cimandiri (Sudia et 
al., 2021; Hermiyanto et al., 2025) dan berpotensi direplikasi 
di Kabupaten Jember. Secara keseluruhan, integrasi analisis 
indeks iklim multiskala, kebijakan tata ruang, dan pengelolaan 
DAS berbasis konservasi menjadi fondasi strategis dalam 
membangun sistem mitigasi kekeringan yang adaptif dan 
berkelanjutan di tingkat daerah.

Gambar 7. Peta sebaran spasial kekeringan Meteorologis SPI 12 Kabupaten Jember
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KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekeringan 
meteorologis di Kabupaten Jember selama periode 2004–2023 
terjadi secara berulang dengan intensitas dan cakupan wilayah 
yang bervariasi pada setiap skala waktu SPI. Pendekatan 
SPI multiskala mampu menggambarkan karakteristik 
kekeringan jangka pendek hingga jangka panjang secara 
lebih komprehensif, serta mengungkap bahwa sebagian 
wilayah terdampak bahkan pada awal musim hujan. Temuan 
ini menegaskan bahwa analisis multiskala penting untuk 
memahami dinamika kekeringan yang dipengaruhi oleh 
variabilitas iklim regional dan global.

Integrasi SPI multiskala dengan analisis spasial dapat 
menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan adaptasi dan 
mitigasi berbasis risiko di tingkat daerah. Meskipun demikian, 
penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada distribusi 
data curah hujan dan belum mengintegrasikan variabel iklim 
lain. Oleh karena itu, pengembangan pendekatan yang lebih 
komprehensif melalui integrasi data tambahan dan analisis 
dampak sektoral diperlukan untuk meningkatkan ketepatan 
sistem peringatan dini kekeringan di Kabupaten Jember.
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